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Abstrak 

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang 
Dilarang Di Daerah Nusa Tenggara Timur 

Oleh: 

Vincentius Alesandro Woda 
Dibimbing oleh Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. 

 
Penangkapan ikan menggunakan alat yang dilarang merupakan pelanggaran 

terhadap peraturan perikanan yang dapat merusak ekosistem laut dan mengancam 
keberlanjutan sumber daya perikanan. Praktik ini juga berdampak buruk pada 
keanekaragaman hayati dan merugikan nelayan yang bergantung pada kelestarian 
sumber daya tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum 
terhadap penangkapan ikan ilegal dengan alat yang dilarang di Nusa Tenggara 
Timur, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Pendekatan 
normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, baik nasional 
maupun internasional, terkait kegiatan perikanan. Sementara itu, pendekatan 
kepustakaan mengandalkan kajian literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan 
peraturan perundang-undangan, untuk memahami isu ini secara mendalam. 
Meskipun peraturan perlindungan lingkungan laut sudah cukup komprehensif, 
implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti kurangnya 
pengawasan, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan rendahnya kesadaran 
masyarakat serta pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam 
pengawasan, pendidikan lingkungan, dan peningkatan peran masyarakat dalam 
konservasi laut. Masyarakat adat Nusa Tenggara Timur memiliki aturan tegas 
melarang praktik yang merusak lingkungan laut, seperti penggunaan bom ikan 
atau racun, dan menerapkan sistem pengawasan internal oleh tokoh dan lembaga 
adat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. 
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Abstract 

Law Enforcement Against the Use of Prohibited Fishing Gear in the East 
Nusa Tenggara Region 

By: 

Vincentius Alesandro Woda 
Supervised by Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. 

Fishing using prohibited gear is a violation of fisheries regulations that can 
damage marine ecosystems and threaten the sustainability of fisheries resources. 
This practice also has a negative impact on biodiversity and is detrimental to 
fishermen who depend on the sustainability of these resources. This study aims to 
analyze law enforcement against illegal fishing using prohibited gear in East 
Nusa Tenggara, as well as the factors that influence its effectiveness. The 
normative approach is used to examine applicable legal norms, both nationally 
and internationally, related to fisheries activities. Meanwhile, the literature 
approach relies on a review of relevant literature, such as books, journals, and 
laws and regulations, to understand this issue in depth. Although marine 
environmental protection regulations are quite comprehensive, implementation in 
the field still faces obstacles, such as lack of supervision, weak coordination 
between institutions, and low awareness of the community and industry players. 
Therefore, improvements are needed in supervision, environmental education, 
and increasing the role of the community in marine conservation. The indigenous 
people of East Nusa Tenggara have strict rules prohibiting practices that damage 
the marine environment, such as the use of fish bombs or poison, and implement 
an internal monitoring system by traditional leaders and institutions to ensure 
compliance with these rules. 
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